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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 
 

Yayasan yang telah terdaftar sebagai badan hukum tentu memiliki 

keuntungan atas sah diakui eksistensinya secara hukum pada Republik 

Indonesia ini yang dapat dirasakan manfaatnya dalam kegiatan 

operasional Yayasan, tercermin dari adanya ketentuan pada Pasal 4 dan 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 

tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak 

Milik Atas Tanah (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 38 

Tahun 1963”). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya 

Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (selanjutnya 

disebut “Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010”). Keuntungan karena 

pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan 

objek Pajak Penghasilan bagi pihak pemberi,1 Donatur Yayasan sebagai 

yang dikecualikan dalam hal Subyek hukum yang dikenakan Objek Pajak 

Penghasilan pada Pasal 6 Ayat (2) Angka (4) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian 

Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “Peraturan 

Pemerintah No. 55 Tahun 

2022”). 
 

1 Indonesia, Peraturan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. 
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Mempertimbangkan salah satu asas berlakunya undang-undang 

adalah Asas Tidak Berlakunya Surut, di Indonesia saat ini sudah sangat 

banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Yayasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 atas 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Jo. Undang- 

Undang No. 16 Tahun 2001”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang 

Yayasan (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. 

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2022”). 

Hadirnya Undang-Undang Yayasan Bab XIII Peralihan Pasal 72 A 

Undang-Undang No. 63 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 

2001 yang mengatur: 

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran 
Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan 
ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang- 
undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang ini.” 

 
Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 

 
2004 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sendiri menyatakan 

sebagai berikut: 

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang 
telah: 
a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau 
b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin 

melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui 
sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka 
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waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya 
undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan 
Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status 
badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya 
dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan 
permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling 
lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian 

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib 
diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun 
setelah pelaksanaan penyesuaian. 

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), tidak 
dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan 
dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas 
permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”. 

 

 
Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam 

arti tanah, baik tanah pertanian maupun tanah nonpertanian. Pembatasan 

Agrarisch Recht atau Hukum Agraria di lingkungan administrasi 

pemerintahan ada pada perangkat peraturan perundang- undangan yang 

memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan 

kebijakannya di bidang pertanahan. Bertumpu pada hal ini, menjadikan 

perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari Hukum Administrasi 

Negara. Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, yang sebagai Lembaga 

Pemerintahan Non-Departemen bertugas membantu Presiden dalam 

mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. 
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Adanya jabatan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan 

Pertanahan Nasional dalam Kabinet Pembangunan VI, juga tidak 

mengubah lingkup agraria. Sebutan jabatan tersebut tampaknya tidak 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tugas kewenangan Menteri 

Negara Agraria adalah lebih luas dari dan tidak terbatas pada lingkup 

tugasnya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional yang disebut 

dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 diatas. Dalam Keputusan 

Presiden No. 44 Tahun 1993 ditentukan bahwa Menteri Negara Agraria 

bertugas pokok mengenai hal-hal yang  berhubungan dengan 

keagrariaan dan menyelengarakan antara lain fungsi mengkoordinasi 

kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan 

keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara 

menyeluruh. Dengan adanya fungsi koordinasi tersebut, kewenangan 

Menteri Negara Agraria lebih luas dari fungsi Menteri Agraria 

sebelumnya yang memimpin Departemen Agraria, yang dalam susunan 

Kabinet Pembangunan VI ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional.2 

Subyek badan-badan hukum hanya terbuka menguasai tanah 

dengan sesuatu hak, jika hal itu secara tegas disebut dalam peraturan 

yang bersangkutan.3 Misalnya dalam hal badan hukum Yayasan, Pasal 

3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 menyebutkan Kata 

“Yayasan” hanya dapat dipakai oleh: 
 

a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan 

 

2 Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 5-6. 
3 Ibid, hlm. 318. 
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b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 
 
 

Pasal 72A dalam Perubahan Undang-Undang Yayasan sebagai 

titik awal pembaharuan yang mengakomodir Yayasan yang sering 

dipandang sebagai “Yayasan Lebih Tua” tersebut untuk mengesahkan 

Legal Standing badannya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk 

lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan 

pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai sifat Nirlaba 

yang mengikat atas entitas Yayasan baik sebagai badan hukum maupun 

ketika kehilangan kata “Yayasan” sebagaimana ketika belum 

disahkannya akta Anggaran Dasarnya oleh Menteri. 

Yayasan dengan jumlah yang semakin bertambah dan tujuan 

yang sangat beragam, ada yang bergerak di bidang Sosial, 

Pendidikan, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Lingkungan. Instansi- 

instansi pemerintah banyak yang turut pula mendirikan Yayasan4, 

seperti Yayasan Beasiswa Supersemar yang didirikan pada tahun 19745, 

Yayasan Kartika Eka Paksi yang didirikan pada tahun 1972 oleh Tentara 

 

4 Subyek hukum terkait batasan terhadap seorang Pendiri Yayasan membaca Undang- 

Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. Pasal 76 ayat (1) huruf (c). Sumbangan atau bantuan dari Negara kepada Yayasan diatur 

dalam Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Yayasan, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894, mulai dari 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 25. 
5 Yayasan Supersemar. Pemulihan Asset sumbangan dana sosial Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan 

Sisa Laba Bersih Bank-Bank milik Negara (“PP No. 15 Tahun 1976”) yang kemudian diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 

30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih 

Bankbank milik Negara (“KMK No. 333 Tahun 1978”). Putusan Kasasi Nomor 955 K/Pdt/2019. 
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Nasional Indonesia Angkatan Darat6, Yayasan Damandiri pada Tahun 

19967. 

Yayasan dengan kompleksitasnya telah ada dan berakar di 

Indonesia, serta kewajiban mendapatkan pengesahan Menteri dengan cara 

mendaftarkan Nama Yayasan pada Sistem Online adalah hal yang sungguh 

luar biasa mengingat banyaknya persamaan nama dan kemiripan nama 

Yayasan pada saat undang-undang ini belum diberlakukan sebelum tahun 

2001. Keterbatasan sumber daya manusia dari Kantor Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sendiri untuk mengakomodir banyaknya Yayasan 

yang telah ada, sehingga seringkali persamaan nama adalah hal kendala 

terhadap pengesahan badan hukum Yayasan untuk dilakukan oleh 

Pengurusnya. 

Putusan yang menjadi awal mula penulisan tesis ini adalah 

adanya konflik kesamaan nama terhadap pengesahan Yayasan yang sama 

namun berbeda. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3062 K/Pdt/2014 

terkait konflik yang timbul dengan terbitnya 2 (dua) Surat Keputusan 

Menteri terhadap nama Yayasan Wihara Dharma Bakti. Pengkajian ini 

dimulai dengan persyaratan yang dilampirkan atas permohonan 

pengesahan tersebut, sampai pada akhirnya akan keluar produk Surat 

Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Yayasan. 

Penulis melihat putusan di atas tidak hanya membahas mengenai 

konflik kesamaan nama Yayasan, kesamaan domisili Yayasan ini juga 

6 Yayasan Kartika Eka Paksi. <ykep.org>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024. 
7 Yayasan Damandiri. <damandiri.id>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024. 

https://ykep.org/
https://damandiri.id/home/article/read/1029682594-tentang-kami/1405562838-profil-yayasan
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dapat berimplikasi Izin Kegiatan Yayasan maupun penguasaan fisik dari 

aset kekayaan yayasan yang timbul akibat kewajiban pengesahan atas 

nama badan hukum dengan dua Surat Keputusan Menteri yang sama, 

sehingga diambil sebatas Pertanggungjawaban terhadap unsur Materiil 

akta yang timbul akibat kewajiban pencantuman Harta Kekayaan 

Yayasan terkait kewajiban premise pada Salinan akta yang dimohonkan 

oleh pengurus yayasan melalui Notaris untuk mendapatkan Pengesahan 

Anggaran Dasarnya sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan 

Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan pada tahun 2001, 

Pedoman yang dikeluarkan Departemen Kehakiman yang 

menyebutkan bahwa, keterlibatan Yayasan dalam suatu kegiatan usaha 

yang diperkenankan hanya 10% (sepuluh persen) dari modal yang 

ditempatkan dalam suatu Perusahaan. Menurut Hajati Suroredjo jumlah 10% 

(sepuluh persen) itu dimaksudkan agar kemurnian yayasan sebagai 

institusi yang berwatak sosial dapat terus dijaga. Dengan kata lain agar 

Yayasan hanya menanam modal, tidak mengeksploitasi perusahaan, 

maka hal ini hanya semacam emplacement (penempatan), sebab jika 

lebih dari 10% (sepuluh persen) disinyalir pengurusnya mempunyai 

orientasi lain.8 Setelah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan, dalam hal ini Yayasan sebagai pemegang saham dalam 

suatu badan usaha tersebut dengan mengikuti penyertaan modal sejumlah 

25% dari kekayaan Yayasan, agar tidak terjadi vested 

8 Anwar Borahima, 2023, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan, Depok: 

Rajawali Pers, hlm. 106-107. 
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interest dan overlaping kepentingan dari berbagai pihak pada Yayasan.9 

Yayasan dalam memenuhi tujuannya dapat menjalankan suatu 

kegiatan usaha, pastinya melahirkan suatu kepemilikan aset kekayaan 

yang dapat berupa uang atau barang bergerak dan tidak bergerak yang 

harus didukung dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan yang 

cukup berdasarkan hukum yang berlaku untuk dapat dikatakan bahwa 

aset tersebut adalah milik Yayasan, atau Yayasan sebagai Legal Owner. 

Penulisan ini didasarkan bahwa undang-undang menempatkan 

pentingnya akta dari Notaris dalam proses pembaharuan anggaran 

dasarnya di Indonesia, mengingat keseragaman pendirian Badan Yayasan 

sebelum berlakunya Undang-Undang adalah akta Pendirian yang dibuat 

dihadapan Notaris, setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 

2001 menjadikan Notaris pula yang melampirkan Dokumen untuk 

Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud Permenkumham Pasal 13 Ayat 

(7) dalam perihal dokumen yang perlu dilampirkan dalam Sistem 

Administrasi Badan Hukum yang diajukan secara daring pada aplikasinya 

sebagai persyaratan pemberitahuan kepada Menteri yang juga harus 

disimpan oleh Notaris. Posisi Hukum jabatan Notaris menjadi kabur disaat 

mana timbul permasalahan hukum dari aktanya karena anggapan bahwa 

Notarislah pihak pemohon atas 

9 Zulfi Diane Zaini dan Putri Septia. 2022. “Pertanggungjawaban Pengurus Dalam 

Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”. Artikel Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Krisnadwipayana, Justice Voice Vol. 1 No. 1. Juni (2022) E-ISSN: 2962-6226: 

<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>. hlm. 38 

file:///D:/DRIVE%20D/Documents/TIA%20B/PENDAFTARAN%20UNSRI/TESIS/FINAL%20SHPT/2962-6226
https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65
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Pengajuan Pengesahan tersebut kepada Menteri. 
 

Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia 

dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh 

aturan hukum.10 Konsep dasar didirikan Yayasan yang beragam dengan 

belum adanya kewajiban para pendiri maupun struktur organnya untuk 

mendaftarkan dan mengumumkan akta Pendiriannya pada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai tindakan 

preventif kegiatan yayasan sebagai salah satu badan hukum yang diakui 

sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, peluang kegiatan yayasan 

dimana Negara dapat memberikan bantuan11, menjadi salah satu 

timbulnya berbagai pertanyaan kepemilikan Yayasan yang telah ada 

sebelum aturan Undang-Undang Yayasan dibuat sebagai badan hukum 

dalam melakukan Pengesahan terhadap akta pendiriannya atas adanya 

kewajiban Pengesahan tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan dilihat 

dari Yayasan yang telah berdiri lama dengan aset yang dimiliki dan 

dikelola oleh Yayasan tersebut menjadi hal yang beresiko dengan adanya 

kewajiban pelaporan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa Yayasan pula 

termasuk salah satu subjek pajak walaupun digolongkan sebagai badan 

hukum non-profit. 

 

10 Nani Mulyati dan Yuli Heriyanti. 2024. “Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan 

Berdasarkan Undang Undang Yayasan”. Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas 

Ekasakti pada UNES Law Review Vol. 6 No. 4. Juni (2024). E-ISSN: 2622-7045. <https://review- 

unes.com/index.php/law/article/view/2225>. Hlm. 12501. 
11 Indonesia, Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Yayasan, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894, 

Pasal 22 Ayat (1). 

https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7119#!
https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7119#!
file:///D:/DRIVE%20D/Documents/TIA%20B/PENDAFTARAN%20UNSRI/TESIS/FINAL%20SHPT/2962-6226
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Akta Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang mana 

berupa Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus 

disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan (Pasal 1 angka (13) undang-Undang No. 2 Tahun 

2014 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Penjelasan Pasal 62 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004). Salinan akta Pendirian oleh 

Notaris yang mengharuskan adanya kekayaan Yayasan sebagai satu 

kesatuan dengan asal-usul Yayasan yang telah berdiri sebelumnya 

merujuk hal tersebut, menjadi menarik untuk mendiskusikan akta 

tersebut dalam pembaharuan anggaran dasar yayasan ini dapat saja 

dianggap lebih dari legal standing, namun dianggap sebagai bukti 

terkuat dan terpenuh atas ownership dari harta kekayaan yang masuk 

dalam premisenya membuat penulis tertarik memperdalam 

pemahaman penulis untuk mengkaji Pembaharuan Anggaran Dasar 

Yayasan dalam pada dunia kenotariatan dengan Judul Thesis 

“PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL DARI KEWAJIBAN 

PENCANTUMAN HARTA KEKAYAAN KEDALAM PREMISE PEMBAHARUAN 

AKTA ANGGARAN DASAR YAYASAN” 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diangkat 

dalam tesis ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pembaharuan akta Anggaran Dasar atas 

belum  terpenuhinya  Persyaratan  Pengesahan  badan  hukum 
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sebagai Yayasan menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 

Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Substansi Materiil Atas Premise 

Harta Kekayaan Setelah mendapatkan Pengesahan pembaharuan 

akta Anggaran Dasar Yayasan? 

 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan prosedur Pasal 15 A Peraturan Pemerintah 

No. 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 atas 

Yayasan yang telah mempunyai akta Anggaran Dasar sebelum 

lahirnya Undang-Undang Yayasan. 

2. Untuk menjelaskan tindak lanjut bentuk pertanggungjawaban 

Substansi Materiil Atas Premise Harta Kekayaan Setelah 

mendapatkan pengesahan pembaharuan akta Anggaran Dasar 

Yayasan. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam 

bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini 

disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pemikiran, masukan, 

penambah pengetahuan hukum dalam tataran teori dan praktik pada 

umumnya dan secara khususnya juga sebagai literatur atau tulisan 

yang memiliki ruang lingkup ruang lingkup terkait dengan akibat 

hukum dari apa yang dibuat oleh penghadapnya dalam hal 

digunakannya Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Jo. 

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008. 

 
2. Manfaat Praktis 

 
Manfaat praktis ini Penulis tujukan kepada : 

 
1. Yayasan sebagai badan hukum, agar selalu memperhatikan 

keaktifan kegiatan yayasan untuk selalu sejalan sesuai dengan 

maksud dan tujuan adanya Yayasan itu sendiri. 

2. Organ Yayasan, untuk tetap jeli dengan Anggaran Dasarnya, 

terkait tugas organ dan masa jabatan. Sebagai badan hukum 

nirlaba, ada batasan mengenai toleransi kegiatan usaha, 

mengingat bahwa Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan 

usaha melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh 

perputaran perbendaharannya. 

3. Notaris, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan 

kewenangannya  sebagai  Pejabat  Umum  yang  diperoleh 
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langsung secara atribusi atas pelaksanaan Undang-Undang 

Yayasan. 

4. Masyarakat Umum, untuk dapat memberikan informasi kepada 

pembacanya atas sifatnya Yayasan ditujukan untuk kepentingan 

umum, maka hasil manfaat seluruh keaktifan organnya adalah 

untuk dikembalikan atas dasar pengabdian untuk Masyarakat dan 

bukan pada pribadi Pendiri dan/atau organ Yayasan tersebut. 

 
E. Kerangka Teori 

 
Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori 

dapat diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan 

Applied Theory. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab 

permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan-rumusan 

masalah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Grand Theory 

 
Grand Theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori 

Organ. Ajaran ini dipelopori oleh Von Gierke, dimana badan 

hukum ini mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang 

dibentuk melalui perantaraan alat-alat perlengkapannya 

(organnya) seperti Pembina, pengurus dan pengawas. Kehendak 

atau kemauan dari badan hukum Yayasan identik dengan kehendak 

atau kemauan dari organnya yang dituangkan dengan pada maksud 

dan tujuan dalam Anggaran Dasar Yayasan. 
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Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, organ yang 

dimiliki yayasan adalah pendiri dan pengurus, kekuatan mengikat 

dari Anggaran Dasar tidak dapat dikesampingkan, sekalipun telah 

diambil Keputusan oleh Rapat Dewan Pengurus dengan suara bulat. 

Adapun Hal-hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan 

Anggaran Dasar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

organ tersebut merubah Anggaran Dasar sesuai dengan tata cara 

yang diatur dalam Anggaran Dasar itu sendiri. 

Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

kelangsungan Anggaran Dasar tanpa perubahan akan 

mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sebagaiman maksud 

dan tujuan pada saat awal pendiriannya. Sama halnya dengan 

badan hukum Yayasan setelah berlakunya undang-undang Yayasan, 

jika tindakan pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai 

anggaran dasar sehingga telah merugikan Yayasan atau pihak 

ketiga, maka setiap pengurus melakukan tindakan yang merugikan 

tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian 

tersebut. Perubahan tersebut tetap dianggap dilihat sebagai 

kehendak atau kemauan dari organnya yang dituangkan dalam 

perubahan Anggaran Dasar. 

Teori Organ tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan 

bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam 

Anggaran Dasarnya. Pengertian didalamnya menggambarkan 

adanya maksud membatasi kewenangannya sehingga tindakan 



15 
 

 

 
organ Yayasan dalam perwakilan tanpa kewenangan merupakan 

tindakan pribadi. Tindakan yang dilakukan harus dilakukan sampai 

selesai, sebelum ditegaskan diterima oleh Pembina. 

Tesis ini menggunakan Teori Organ sebagai teori utama 

dalam menjawab subyek yang berkepentingan langsung terhadap 

Yayasan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 

Jo. Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 maupun tanggungjawab atas 

Yayasan setelahnya. Mengingat bahwa pada hakikatnya bukan 

hanya Yayasan dikembalikan statusnya agar tetap diakui sebagai 

badan hukum di Indonesia, namun pelepasan kewajiban atas 

anggapan Tindakan tanpa kewenangan dari organ-organ dari 

Yayasan itu sendiri selama menjalankan fungsi tugasnya sesuai 

dengan apa yang dicantumkan dalam akta Anggaran Dasarnya pada 

kedua rumusan masalah pada Tesis ini. 

 
2. Middle Range Theory 

 
Middle range theory dalam penelitian ini adalah Teori 

Kekayaan Bertujuan. Teori ini dipelopori oleh Brinz. Menurut teori 

ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu 

badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan 

kepada badan hukum pada hakikatnya hak-hak tanpa subyek 

hukum. dengan kata lain, kekayaan badan hukum dipandang 

terlepas dari yang memegangnya. jadi hak-hak dari suatu badan 

hukum  sebenarnya  adalah  hak-hak  yang  tidak  ada  yang 
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mempunyainya, dan sebagai penggantinya adalah suatu harta 

kekayaan yang terikar oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan 

suatu tujuan. Di sini yang terpenting kekayaan tersebut diurus 

dengan tujuan tertentu tanpa perduli siapakah badan hukum itu 

apakah manusia atau bukan, apakah kekayaan itu merupakan hak- 

hak normal atau tidak. akta Notaris memuat Anggaran Dasar 

Yayasan, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar 

itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan serta 

pengurusnya, dan bila ada juga memuat ketentuan tentang orang- 

orang yang mendapat manfaat dari itu.12 

Tesis ini menggunakan teori harta kekayaan bertujuan 

sebagai teori kedua dalam menjawab rumusan masalah yang ada 

dalam Tesis ini. Teori ini penulis anggap adalah teori penengah 

dimana Yayasan yang dimohonkan oleh Pengurus yayasan/Pihak 

yang berkepentingan langsung terhadap Yayasan karena adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Jo. Pemerintah Nomor 

63 Tahun 2008 dalam hal pengelolaan harta kekayaannya tetap 

berpedoman sebagaimana akta Anggaran Dasar pendirian itu 

dibuat. 

 
3. Applied Theory 

 
Applied Theory yang digunakan adalah teori kenyataan 

yuridis (juridische realiteit). Teori ini dikemukakan oleh E.M 

 

12 Ibid, hlm. 70 
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Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, dan sudah merupakan ajaran 

yang diterima umum (heersende leer). Meijers menyebut teori 

tersebut teori kenyataan yang sederhana. Sederhana karena 

menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum 

dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi 

menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, 

seperti halnya dengan manusia. Teori yang dianut Paul Scholten ini 

berasal dari teori organ yang dipersempit. Artinya tidak begitu 

mutlak lagi dan sekedar diperlukan untuk hukum, sehingga tidak perlu 

ditanyakan dimana tangan, kaki dan otaknya. Oleh karena itu menurut 

Paul Scholten, jika ada masalah yang timbul dalam badan hukum tidak 

perlu dipersulit, tetapi semuanya dikembalikan kepada 

perwakilannya. 

Penulis sependapat bahwa Yayasan sebagai subyek yang 

berbentuk badan hukum harus bertujuan sosial dan kemanusiaan 

sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro. 

Menurut Hayati Soeroredjo, Yayasan harus bersifat sosial dan 

kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum, dan atau kesusilaan.13 

Dilihat bahwa Undang-Undang tertinggi dalam aturan hukum 

Yayasan terdapat pada Undang-Undang Undang-Undang No. 28 Tahun 

2004 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

13 Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. Kompedium Hukum Yayasan. Jakarta: 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 7. 
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Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 

Jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Tentang Yayasan. Masih menjadi aturan yang berlaku 

hingga saat Tesis ini berjalan, sekaligus menjadi peraturan 

pelaksanaan terakhir sehingga masih relevan untuk dikaji dan terletak 

di bawah Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 mengingat teori 

ini relevan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama bahwa 

kedudukan Yayasan sebagai subyek badan hukum baru diakui setelah 

adanya pengesahan Menteri. 

 
F. Kerangka Konseptual 

 
Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak 

beranjak dari aturan hukum yang ada. Kerangka Konseptual 

merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep 

hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan 

suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi 

dari gejala tersebut. Gejala ini didasarkan pada fakta, sedangkan 

konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dari 

fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa 

konsep, yaitu: 

1. Pejabat Umum Pembuat Akta 
 

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah 

yang mempunyai kewenangan atributif membuat alat bukti dan akta 

autentik dalam bidang hukum perdata, yang mana 
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wewenang tersebut langsung diberi oleh undang-undang jabatan 

Notaris. Melihat otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup 

apabila akta itu dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau 

Notaris saja. Selain itu cara membuat akta otentik haruslah menurut 

ketentuan undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang 

pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk 

membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tetapi mempunyai kekuatan 

sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan.14 

Seandainya Notaris dikarenakan aktanya disebut sebagai 

Pejabat Publik dikaitkan dengan kewenangannya. Pejabat Publik 

dengan adanya prinsip separation of power, seharusnya melekat 

pula larangan pengadilan umum untuk menerima aduan atas 

tindakan Notaris yang menyimpang. Terhadap pihak yang 

dirugikan terhadap keberlakuan akta, gugatan harus diajukan ke 

Peradilan Administrasi. 

Adanya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, sudah sepantasnya jika penekanan Notaris sebagai Pejabat 

Umum dan tidak dipersamakan dengan Pejabat Publik. Mengingat 

hampir serupa namun tidak sama, namun Hakikat kerugian atas 

pencantuman  harta  kekayaan  sebagai  unsur  materiil  dalam 

14 Opi Kirana Abdal dan Widhi Handoko. 2023. “Pembuatan Akta Autentik Oleh 

Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19”. Artikel Jurnal Magister Kenotariatan Universitas 

Diponegoro pada Notarius Vol. 16 No. 3 (2023) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702: 

< https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42357/pdf>. Hlm. 1126 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42357/pdf
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aktanya, sudah seharusnya dikembalikan sebagai akibat hukum dari 

perbuatan penghadap yang membubuhkan tandatangan pada akta 

yang diminta untuk dibuatkannya lah keterikatan hukum yang 

dipermasalahkan itu yang menjawab ketika ada permasalahan hukum 

dikemudian hari atas apa yang diterangkannya sendiri didalam akta. 

Dipidananya seorang Notaris karena kelemahannya sebagai 

manusia dapat dipandang sebagai tanggung jawab pribadi yang 

tidak terkait dengan fungsi pelayanan publiknya. Tetap secara 

keperdataanlah akta tersebut ditentukan keberlakuannya. akta 

Notaris tidak bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Negara seperti 

layaknya sertifikat. Permintaan atas pembatalannya adalah 

kesepakatan para pihak untuk membatalkan sendiri akta yang telah 

dibuatnya dengan menghadap kembali kepada Notaris maupun 

dengan Pengadilan Negeri. 

Hal yang tentunya tidak mengikuti prosedur jika sesuatu 

yang keluar dari Pejabat Publik. Tidak ada kembali kepada keadaan 

semula, yang ada hanya tidak berlakunya lagi kekuatan pembuktian 

atas akta tersebut setelah mendapatkan putusan yang tetap. Yang 

membedakan, pihak ketiga yang memiliki ikatan terhadap akta 

yayasan jika terdapat kerugian atas apa yang telah diikat 

sebelumnya, sehingga dapat menuntut kerugiannya kepada organ 

yang bersangkutan dengan proses peradilan keperdataan. 
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2. Badan Hukum Yayasan 

 
Badan menurut istilah umum perpajakan adalah sekumpulan 

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap.15 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 

menyebutkan bahwa: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan 

tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 

mempunyai anggota.” 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 

menegaskan: “Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan 

memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.” 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  (untuk 

 

15 Direktorat Perpajakan. <http:// https://www.pajak.go.id/ id/istilah-umum-perpajakan>, 

Diakses pada 25 Oktober 2024 

http://https/www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan
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selanjutnya disebut “Permenkumham No. 2 Tahun 2016): “Yayasan 

adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” 

Yayasan yang berstatus sebagai badan hukum, maka Yayasan 

tersebut sebagai entitas atau Lembaga yang mandiri dimana segala 

Tindakan hukumnya direpresentasikan oleh Pembina, pengawas, dan 

pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tidak ada 

lagi istilah Yayasan milik perorangan, misalnya milik mereka yang 

mendirikan (Pendiri) Yayasan dan yang menyisihkan hartanya 

sebagai harta kekayaan awal Yayasan. Pendiri Yayasan itu hanya 

sebagai alat untuk lahirnya Yayasan, tidak berarti memiliki. 

Chatamarrasjid Ais berpendapat bahwa Yayasan adalah milik 

Masyarakat. Pendiri bukan pemiliknya karena ia telah memisahkan 

kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum Yayasan dan 

Pengurus bukanlah pemilik karena ia diangkat hanya untuk mengurus 

organisasi Yayasan. 

Ahli waris organ bukan penerus dan Yayasan tidak termasuk 

harta warisan, maka jika ada ahli waris yang ingin masuk dalam 

Yayasan yang didirikan orangtuanya, dapat melalui mekanisme 

sebagai Pembina pengawas atau pengurus. Yayasan bukan objek 

transaksional, maksudnya adalah tidak dikenal pula hibah, jual beli 



23 
 

 

 
Yayasan atau tindakan hukum lain yang bermaksud mengalihkan.16 

Menurut Hayati Suroredjo, sebenarnya karena masih bebas 

bentuk, maka Yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah 

tangan, atau dapat disimpulkan dari aktivitas dan stationary. Kepala 

suratpun yang digunakan Yayasan bahkan dapat dikatakan sebagai 

bukti bahwa Yayasan memang ada dan aktif melakukan kegiatan17 dan 

sebagai bagian dari dokumen pendukung yang wajib dilampirkan 

pada saat permohonan pengesahan kepada Menteri18, dokumen 

pendukung untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud disimpan 

Notaris.19 

3. Pemegang Hak Atas Tanah 
 

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 

(untuk selanjutnya disebut “Perkaban No. 16 Tahun 2022”), 

menerangkan Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari 

hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang  

di  atas  tanah,  dan/atau  ruang  di  bawah  tanah  untuk 

 

16 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2016, Yayasan: Memahami Pendirian- 

Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,hlm. 18. 
17 Anwar Borahima. Op.Cit. hlm 27. 
18 Indonesia, Peraturan Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894 Jo. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5387, Pasal 15A butir (b). 
19 Indonesia, Peraturan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum 

Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan 

Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No.114, 

2016, Pasal 13 Ayat (7) butir (d). 



24 
 

 

 

menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta 

memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah 

tanah. 

Pasal 1 Ayat (6) Penetapan Hak Atas Tanah adalah 

penetapan Pemerintah untuk memberikan Hak Atas Tanah melalui 

pemberian, perpanjangan jangka waktu hak, dan/atau pembaruan 

hak. Dengan subjek hukum (pemegang hak) sebagaimana Pasal 4 

dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963. 

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2021 (untuk selanjutnya disebut “Peraturan 

Pemerintah No. 18 Tahun 2021”), badan hukum sebagai pemegang 

Hak Usaha adalah badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

Pasal 34 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, 

pengertian badan hukum sebagai pemegang Hak Guna Bangunan 

adalah semua lembaga yang menurut peraturan yang berlaku diberi 

status sebagai badan hukum, misalnya perseroan terbatas, koperasi, 

dan perhimpunan. 

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, badan 

hukum sebagai pemegang Hak Pakai adalah badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. 
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G. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 
Pembahasan rumusan masalah dan sebagaimana tujuan 

penelitian yang ada pada tesis ini, jenis penelitian yang dilakukan 

dilakukan adalah dengan penelitian hukum normatif dengan taraf 

sinkronisasi vertikal ditujukan untuk menguji taraf kesinkronan antar 

substansi yang terkandung dalam satu peraturan dengan peraturan lain 

yang berada pada level atau peringkat perundang-undangan. Postulat 

dasar yang dipergunakan dalam analisis adalah bahwa peraturan yang 

lebih rendah tingkatannya seharusnya substansinya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan lain yang peringkatnya lebih tinggi.20 

Penelitian tersebut dilakukan melalui penulisan kepustakaan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 yang merupakan 

Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Yayasan dalam kaitannya 

dengan Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), tidak 

dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, menggali dan 

menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan dari sudut pandang Internal norma yang bersifat 

mengharuskan, namun terkadang juga melihat gejala eksternal norma 

dalam penerapan hukum sebagai umpan balik untuk 

menyempurnakan pandangan internalnya. Tanggungjawab Para  

Penghadap  Yayasan  terhadap  Notaris  yang  dalam  hal  ini 

20 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan, 

Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 117 
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menjalankan fungsi profesinya sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan jabatan notaris dan dikaitkan dengan Yayasan. Penulis 

menyadari bahwa sesuai dengan aturan mengenai bagian dari protokol 

jabatan atas profesinya, Notaris pun harus dapat menjelaskan secara 

internal Organisasi atas pemenuhan kewajiban formil pembaharuan 

akta Anggaran Dasar dari apa yang telah dibuatnya sebagai bentuk 

tanggungjawab atas efek salinan akta tersebut berlaku secara umum.21 

 
2. Pendekatan Penelitian 

 
Karena jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan konseptual yang 

dilakukan antara lain: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 
 

Konsep dasar kenegaraan setiap negara dapat ditelusuri 

pada perundang-undang yang berlaku sebagai the highest law. 

Undang-undang sebagai hukum tertinggi pada suatu negara 

merupakan kajian penelitian hukum normatif yang melalui 

pendekatan ini, memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji 

perkembangan sistem hukum sebuah negara melalui 

Pendekatan perundang-undangan dalam penormaan Peraturan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

pengesahan  Yayasan  sebagai  badan  hukum  yang  cakap 

 

21 Ibid, Hlm. 311 
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menjadi subyek hukum yang diakui oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dikaitkan 

dengan Harta Kekayaan khususnya pada bidang Tanah. 

b. Pendekatan Kasus 
 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa kasus ditelaah 

untuk referensi bagi suatu isu hukum. Kajian pokok di dalam 

pendekatan kasus adalah pertimbangan pengadilan terkait 

pengaruh kronologi Yayasan terhadap permohonan 

pengesahan badan hukum pada Menteri. Kajian pada 

pertimbangan pengadilan ini dapat diartikan mempunyai 

kekuatan persuasif atau meyakinkan saja bagi putusan hakim 

yang terdahulu dalam kasus yang sama. 

c. Pendekatan Historis 
 

Pendekatan historis ini banyak digunakan untuk meneliti 

dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan topik dalam 

pembahasan Yayasan sebagai badan hukum dalam penelitian 

hukum, penelitian yang tidak hanya berdasar pada kebenaran 

yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran 

yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan khususnya mengenai Kekayaan Yayasan. 

 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 
Jenis  dan  sumber  bahan-bahan  penelitian  ini  berupa 
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bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 
 

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum 

yang digunakan yang memiliki sifat otoritatif, artinya mempunyai 

otoritas seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan hakim, dalam penulisan ini meliputi: 

1) Pancasila; 
 

2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 Tahun 

1960; 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430; 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491; 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum 

Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Termasuk 

dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 61, Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 1963 Yang Telah Dicetak Ulang; 

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997; 

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5387; 

10) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta 
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Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran 

Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Berita Negara 

Republik Indonesia No.709, 2019; 

 
b. Bahan Hukum Sekunder 

 
Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah publikasi 

tentang hukum meliputi: 

1) Buku-buku teks; 
 

2) Kamus-kamus hukum; 
 

3) Jurnal-jurnal hukum; 
 

4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan yang 

relevan dengan objek kajian penelitian. 

 
c. Bahan Hukum Tersier 

 
Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: 

1) kamus-kamus hukum 
 

2) Ensiklopedia 

3) Indeks Kumulatif dan sebagainya.22 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 Ibid, Hlm. 101 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 
Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini adalah dengan 

tinjauan pustaka atau studi literatur dengan cara membaca, menelaah 

serta menganalisa penulisan dan bahan pustaka yang memuat teori-

teori yang relevan dengan penulisan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian yakni harta kekayaan yang dimaksud dalam pembaharuan 

Anggaran Dasar Yayasan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan 

tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

diarahkan kepada sesuatu yang bersifat evaluatif. 

 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini adalah dengan 

tinjauan pustaka atau studi literatur dengan cara membaca, menelaah 

serta menganalisa penulisan dan bahan pustaka yang memuat teori-

teori yang relevan dengan penulisan permasalahan yang menjadi 

objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis 

dengan menggunakan studi literatur untuk mengarah kepada sesuatu 

yang bersifat evaluatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

metode analisa (Interpretasi) hukum berupa:23 

 

23 Sunaryati Hartono, 2006, “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 

20”, Bandung: Alumni, hlm. 152-153. 
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a. Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan 

cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah 

bahasa, dan kaidah hukum tata Bahasa. Peneliti akan melakukan 

interpretasi gramatikal terhadap pengaturan Yayasan atas 

peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi khususnya 

mengenai tanggungjawab pencantuman harta kekayaan pada 

akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam pembaharuan 

akta Anggaran Dasar Yayasan. 

b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu 

dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-

undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai 

satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari 

aturan dalam pasal tersebut. 

 
6. Penarikan Kesimpulan 

 
Pengambilan kesimpulan Tesis ini dilakukan dengan 

menggunakan metode berfikir Deduktif (metode berfikir dari hal- 

hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus) dan 

bertujuan mensistematisasikan serta mengharmonisasikan temuan- 

temuan hukum yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai 

jawaban permasalahan. Peraturan Pemerintah pada hakikatnya  

dibuat  sebagai  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang 
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Yayasan ditujukan untuk kemudahan dalam praktik badan hukum 

Yayasan berikut perkembangannya dengan arahan aturan hukum 

spesifik yang rinci dan lugas. 
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